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Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Program : 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Kegiatan : 1.03.07.4.02 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi
OAP

Sub Kegiatan : 1.03.07.4.02.0003 Penyusunan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai
karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi

SPM :  -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum

Lokasi :  Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran -

Alokasi 2023  : Rp. 0,00

Alokasi 2024  : Rp. 254.000.000,00

Alokasi 2025  : Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Sesudah

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program
Rasio Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana
Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan
di Kawasan Strategis Daerah Provinsi.

41 Persen Capaian Program 41 Persen 41 Persen

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 254.000.000,00 Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 254.000.000,00

Keluaran

: Jumlah kebijakan pembangunan perumahan
dan permukiman layak huni bagi setiap rumah
tangga terutama OAP dengan kriteria dan
prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP
dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk
memperoleh kompensasi akibat relokasi Yang
Ditetapkan

1 Dokumen Keluaran

: Jumlah kebijakan pembangunan perumahan
dan permukiman layak huni bagi setiap rumah
tangga terutama OAP dengan kriteria dan
prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP
dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk
memperoleh kompensasi akibat relokasi Yang
Ditetapkan

1 Dokumen

Hasil

: Persentase Penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman melalui pemberian bantuan
untuk pembangunan layak huni dan kawasan
permukiman layak terutama bagi OAP
Persentase Penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman melalui pemberian bantuan
untuk pembangunan layak huni dan kawasan
permukiman layak terutama bagi OAP
Persentase Penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman melalui pemberian bantuan
untuk pembangunan layak huni dan kawasan
permukiman layak terutama bagi OAP
Persentase Penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman melalui pemberian bantuan
untuk pembangunan layak huni dan kawasan
permukiman layak terutama bagi OAP

100 Persen
100 Persen
100 Persen
100 Persen

Hasil

: Persentase Penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman melalui pemberian bantuan
untuk pembangunan layak huni dan kawasan
permukiman layak terutama bagi OAP
Persentase Penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman melalui pemberian bantuan
untuk pembangunan layak huni dan kawasan
permukiman layak terutama bagi OAP
Persentase Penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman melalui pemberian bantuan
untuk pembangunan layak huni dan kawasan
permukiman layak terutama bagi OAP
Persentase Penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman melalui pemberian bantuan
untuk pembangunan layak huni dan kawasan
permukiman layak terutama bagi OAP

100 Persen
100 Persen
100 Persen
100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.03.07.4.02.0003 Penyusunan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai
karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum

Lokasi : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP
dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi Yang Ditetapkan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan  : 



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode
Rekening Uraian

Rincian Perhitungan Sebelum Rincian Perhitungan Sesudah Bertambah /
(Berkurang)

(Rp)Koefisien Satuan Harga (Rp) PPN Jumlah (Rp) Koefisien Satuan Harga (Rp) PPN Jumlah (Rp)

5 BELANJA DAERAH 254.000.000,00 254.000.000,00 0,00

5.1 BELANJA OPERASI 254.000.000,00 254.000.000,00 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.000.000,00 254.000.000,00 0,00

5.1.02.02 Belanja Jasa 254.000.000,00 254.000.000,00 0,00

5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 254.000.000,00 254.000.000,00 0,00

5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 254.000.000,00 254.000.000,00 0,00

[ # ] Core Team Pengembangan Perumahan dan Permukiman
      Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

[ - ] Perencanaan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa
Arsitektur Lainnya
Spesifikasi : Perencanaan Konstruksi  Bangunan tdk
Sederhana 1000 sd 2500 (max13,5%)

1 Paket x
0.592592594 Paket 337.500.000,00 - 200.000.000,00 1 Paket x

0.592592594 Paket 337.500.000,00 - 200.000.000,00 0,00

[ # ] Konsultan Individual Perumahan dan Permukiman
      Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00

[ - ] Perencanaan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00

Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa
Arsitektur Lainnya
Spesifikasi : Perencanaan Konstruksi  Bangunan tdk
Sederhana 1000 sd 2500 (max13,5%)

1 Paket x 0.16 Paket 337.500.000,00 - 54.000.000,00 1 Paket x 0.16 Paket 337.500.000,00 - 54.000.000,00 0,00

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum : 254.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Sesudah : 
254.000.000,00 0,00

Provinsi Papua Barat,..............................
Plt. Kepala DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

HERI BERTUS HEDDY WIRYAWAN, ST, M.Sc
NIP. 197607092006051001

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Data Kosong


